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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 

Apotek Pahala yang telah dilaksanakan selama 5 minggu dari 7 April 

hingga 10 Mei 2025 dapat disimpulkan: 

1. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar 

dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. 

2. Apoteker harus bisa merekomendasikan terapi yang tepat untuk 

pasien swamedikasi, mampu melakukan compounding, dispensing 

dan KIE kepada pasien. 

3. Apoteker harus memiliki keterampilan manajemen apotek yang 

baik dalam merencanakan, mengadakan, melakukan penerimaan, 

penyimpanan serta mendistribusikan sediaan farmasi. 

4. Apoteker bertanggung jawab terhadap pelaporan narkotika, 

psikotropika, prekursor dan obat-obat tertentu. 

 

5.2 Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 

Apotek Pahala, saran yang dapat diberikan kepada calon apoteker adalah: 

1. Memiliki pengetahuan mengenai penyakit umum yang ada di 

masyarakat dan terapi pengobatannya. 

2. Harus berani dan percaya diri dalam merekomendasikan obat pada 

pasien swamedikasi berdasarkan hasil penggalian informasi. 

3. Mengamati dan mempelajari bagaimana manajemen operasional 

yang ada di apotek agar pelayanan dapat berjalan lancar. 
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